







1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional harus berlangsung secara terus menerus dan 
berkesinambungan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
(Amran, 2018). Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, di antaranya berasal dari 
penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan 
negara digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, belanja negara, 
pembayaran gaji pegawai, dsb. Penerimaan ini secara tidak langsung akan 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Yogatama, 2014). 
Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan 
kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber 
penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. 
Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat di antaranya 
adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan 
pajak penjualan atas barang mewah (PPN; PPn-BM), pajak bumi dan 
bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor. Sedangkan 
pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah tangga 





adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak hotel dan restoran (PHR), 
pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan (BPHTB) (Yogatama, 2014). 
Penerimaan-penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran 
pemerintah dan pembangunan nasional Kemudian penerimaan negara lainnya 
adalah penerimaan bukan pajak. Penerimaan-penerimaan yang termasuk 
dalam penerimaan bukan pajak adalah retribusi, keuntungan perusahaan 
negara, denda dan sita, pencetakan uang, pinjaman dari negara lain, 
sumbangan, hadiah, hibah, penyelenggaraan undian berhadiah, penerimaan 
pemerintah pusat, dan penerimaan pemerintah daerah (Yogatama, 2014). 
Indonesia merupakan negara berkembang yang terus menggenjot 
pembangunan. Pemerintah mendorong pembangunan di berbagai sektor, 
karena dengan mendorong pembangunan akan dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, untuk melaksanakan pembangunan diperlukan dana 
dalam jumlah yang sangat besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar 
negeri. Dana yang didapat dari luar negeri berupa utang luar negeri 
sedangkan dana yang diperoleh dari dalam negeri berupa penerimaan negara 
dari berbagai sektor. Sektor yang menyumbang pendapatan terbesar adalah 
perpajakan. Pajak merupakan tulang punggung Anggaran Pendapatan dan 
Pembelanjaan Negara (APBN) karena tanpa pajak negara ini akan sulit 
melakukan pembangunan (Rahayu, 2010). 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang besar 





penerimaan bukan pajak (Resmi, 2016). Sedangkan menurut Tawas dan 
Poputra dalam (Nurdiastuti dan Penawan, 2018) Pajak merupakan salah satu 
sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai 
pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak merupakan wujud dari 
peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun 
perekonomian di Indonesia. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan UU. 
Perpajakan tanpa jasa timbal balik secara langsung dari Negara Hal tersebut 
membuat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. 
Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 
Pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan potensi masyarakat 
dalam membayar pajak. Tingginya tingkat pembayaran pajak kepada 
pemerintah membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan dan 
mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. 
Menyadari peran pajak sangat penting, peningkatan penerimaan pajak 
menjadi tuntutan pemerintah. Perbaikan - perbaikan dan perubahan mendasar 
dari waktu ke waktu dalam segala aspek perpajakan terus dilakukan demi 
memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah 
dengan memberlakukannya system pemungutan pajak dengan self assessment 
system yang artinya sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak 
untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang 
terutang sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perpajakan yang 
berlaku yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 





Beberapa fenomena kasus dalam dunia perpajakan Indonesia 
membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir dan mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak karena berasumsi bahwa pajak yang telah dibayarkan nantinya 
disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa 
masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. Kesadaran Wajib 
Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan 
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Nugroho. dalam Amran, 2018). 
Keberadaan masyarakat sebagai warga negara harus selalu menjunjung tinggi 
Undang - Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara 
(Suardika, 2007:74). Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri dalam 
(Amran, 2018) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh 
positif yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Penelitian 
yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan  juga menemukan bahwa 
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan 
pelaporan wajib pajak orang pribadi. Jika kesadaran Wajib Pajak meningkat, 
maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat (Nugroho. dalam Amran, 2018) 
Pengetahuan perpajakan adalah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak 
tentang : hak dan kewajiban wajib pajak paham tentang NPWP (Nomor 
Pokok Wajib Pajak), sanksi perpajakan, tarif pajak, PTKP (Penghasilan Tidak 
Kena Pajak), bagaimana membayar dan melaporkan pajak (Ilhamsyah, dkk. 
dalam Ermawati, et al. 2018). Sedangkan menurut Menurut Mardiasmo 
(dalam Lianty dan Kurnia, 2017), pengetahuan perpajakan dapat diartikan 





hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. 
Dengan Wajib Pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait 
dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan 
mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, et al. 2015). Menurut 
Rahayu (2010:29), dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan 
memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Wajib Pajak, maka akan 
mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang 
akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri.  
Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan 
Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam 
pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak 
dalam melaporkan SPT dan membayar pajak (Dharma dan Suardana. dalam 
Siahaan dan Halimatusyadiah. 2018). Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib 
Pajak maka pamahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik 
sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Irmawati. dalam 
Amran. 2018). 
Sosialisasi perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal 
penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan 
merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memeberikan 
pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan 
wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan 
dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan 





maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum. dalam 
Dharma dan Sudana. 2014). 
Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi 
perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar 
norma perpajakan (Mardiasmo. dalam Warouw et al. 2015). Dalam undang-
undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yatiu Sanksi Administrasi dan 
Sanksi Pidana. 
Faktor selanjutnya adalah e-filling dan e-billing, menurut Erawati & 
Ratnasari (2018) e-filling berpengaruh dalam pelaksanaan kepatuhan wajib 
pajak menjalankan kewajibannya. e-filling merupakan suatu sistem elektronik 
yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 
dengan memanfaatkan sistem online dan realtime serta melalui sebuah 
penyedia jasa aplikasi yang bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. 
Abdurrohman (2014) menyebut e-filling sebagai salah satu program yang 
bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT tahunan PPh 
Pribadi. Sedangkan e-billing adalah pembayaran pajak melalui media 
elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai media transaksi 
(Pratami, et al. 2017). Dan dalam Handayani dan Noviari (2016) e-billing 
adalah sistem online perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam 
pembayaran pajak secara online dengan menggunakan kode billing. Dengan 





Pajak  diharapkan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di 
KPP Pratama Karanganyar. 
Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi otoritas 
pajak di seluruh dunia. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kemauan 
wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan di suatu negara. Di 
beberapa negara, misalkan di Amerika Serikat, Australia, dan Kanada, 
kepatuhan pajak pada umumnya mengacu kepada kemampuan dan kemauan 
wajib pajak untuk tunduk terhadap regulasi perpajakan, melaporkan 
penghasilan dengan benar serta membayar pajak secara benardan tepat waktu 
(Andreoni,et al.dalam Wahyono, et al. 2018). Pengertian kepatuhan pajak 
menurut Jamesdan Alley (dalam Naufal dan Setiawan, 2018), yaitu wajib 
pajak bersedia melakukan kewajibannya tanpa paksaan dalam membayar 
pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. 
Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya 
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka optimalisasi 
penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Indonesia pada saat 
ini menggunakan sistem self assessment, artinya setiap Wajib Pajak 
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, 
pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, 
sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, hal tersebut yang 






Penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya, diantaranya oleh 
Primasari (2016). Variable yang diteliti adalah kebijakan pajak, kesadaran 
wajib pajak, pemahaman wajib pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak, 
sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel 
independen. Teori yang digunakan adalah Teori Agensi dan Teori Atribusi. 
Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian yang dilakukan oleh Suryanto dan Pratama (2018) dengan 
hasil penelitian yang di peroleh pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh 
pada kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif ke 
pada kepatuhan wajib pajak, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Jaelani, et al. (2017) 
dengan hasil penelitian sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh pada 
kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakam berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Siahaan dan 
Halimatusyadiah (2018) dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib 
pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, 
pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Primasari 





pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, penelitian ini 
menambahkan variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, dan sanksi 
perpajakan dari penelitian Suryanto dan Pratama (2018), serta penelitian 
Siahaan dan Halimatusyadiah (2018). Persamaan penelitian ini dan penelitian 
yang dilakukan oleh Primasari (2016) terletak pada variabel dependen yaitu 
wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independennya yaitu keasdaran 
wajib pajak dan sosialisasi perpajakan. Persamaan sampel objek yaitu wajib 
pajak orang pribadi. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian 
sebelumnya, yaitu pada tahun penelitian, lokasi penelitian dan penambahan 
variabel independen. Penelitian yang dilakukan oleh Primasari pada tahun 
2016 yang dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur 
Jakarta sedangkan Peneliti melakukan penelitian pada tahun 2020 yang 
dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Berdasarkan isi dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik dan 
ingin melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN 
PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI 
PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN E-FILLING & E-
BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP 







1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak? 
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak? 
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak? 
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
5. Apakah e-filling dan e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan maka 
penelitian ini digunakan untuk:  
1. Untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
2. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
3. Untuk menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
4. Untuk menganalisis apakah sanksi perpajakan pengguna berpengaruh 





5. Untuk menganalisis apakah e-filling dan e-billing berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Secara  Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi 
ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait strategi 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat 
dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswa. 
2. Secara  Praktis 
Penelitian ini dapat memberikan gambaran langsung tentang 
strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Baik kepada masyarakat, 
wajib pajak, maupun Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini juga sebagai 
kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan 
mengetahui strategi yang baik. Bagi Penulis, penelitian ini memberikan 
pemahaman yang lebih jelas tentang pajak dan Penulis dapat menjadi 
penyambung informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak 
dalam pembangunan. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat memperoleh 
pemahaman secara runtut dan sistematis. Untuk memudahkan pemahaman dan 






BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis variabel penelitian, 
tinjauan penelitian sebelumnya, kerangka penelitian, dan 
pengembangan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan 
pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan 
data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode 
analisis data yang digunakan.  
BAB IV HASIL  DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini 
disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas 
hasil analisis dari hipotesis yang telah dikemukakan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 
penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik 
untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 
